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pengampuan, pun jika ia kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya.  

Seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampuan karena  keborosannya. 

Kedudukan hukum untuk ODGJ semenjak adanya putusan MK Nomor 

93/PUU-XX/2022. ODGJ tidak wajib diletakkan dalam pengampuan jika seorang 

ODGJ ini masih cakap berpikir. Sehingga apabila ODGJ bertindak hukum seperti 

halnya pembuatan perjanjian maka tindakanya masih dianggap sah. 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, dapat  

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang telah disahkan 

memberikan perubahan pada pengampuan. Pengampuan ini diberikan kebebasan 
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memilih untuk diampu atau tidak kepada seorang gangguan jiwa yang bersifat 

episodik dan memberikan pengampuan wajib kepada seorang gangguan jiwa 

yang bersifat permanen (dari lahir) ). Pengampuan kepada seorang gangguan 

jiwa yang permanen ini dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada 

orang yang diampu untuk bertindak dalam hukum karena dalam pertimbanganya 

seorang ODGJ yang permanen dianggap tidak cakap sepanjang hari. Seorang 

ODGJ yang episodik dia masih dianggap masih cakap dalam beberapa waktu. 

ODGJ ini masih bisa dibantu dengan obat-obatan dari psikiatri agar tetap baik 

dalam menggunakan pikiranya seperti orang normal lainya. Penulis berpendapat 

bahwa seorang ODGJ yang dalam keadaannya berifat episodik dan ringan lebih 

baik diberikan pendampingan. Kedudukan hukum untuk ODGJ semenjak 

adanya putusan MK. ODGJ tidak wajib diletakkan dalam pengampuan jika 

seorang ODGJ ini masih cakap berpikir, sehingga apabila ODGJ bertindak 

hukum seperti pembuatan perjanjiian maka tindakanya masih dianggap sah. 

 

 

Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan analisis yang 

telah diuraikan. Adapun saran yang peneliti ajukan adalah sebagai berikut: 

1) Pemeriksaan pengampuan di Indonesia seharusnya pengadilan memeriksa 

orang yang diampu sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 Permenkes Nomor 77 

Tahun 2015 yakni pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan hukum 

dibentuk dengan sedikitnya 3 orang yang diketuai oleh dokter spesialis 
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jiwa. Pada Pasal 6 ayat 3 Permenkes Nomor 77 Tahun 2015 Tim 

pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 

3 (tiga) orang terdiri atas satu orang dokter spesialis kedokteran jiwa dan 

tenaga kesehatan lain, atau beberapa orang dokter spesialis kedokteran 

jiwa. Hal ini harus dijadikan acuan untuk pengadilan agar nanti tidak salah 

untuk memutuskan. 

2) Pemeriksaan pengampuan ini seharusnya dilakukan oleh asesmen/forensik 

psikatri yang melaksanakan tugasnya sebagai pengumpul data/informasi 

kepada ODGJ yang di peroleh melalui keahliannya untuk suatu 

kepentingan dalam hukum, dunia kerja, dsb. 

3) Untuk ODGJ yang dimana dia mengalami gangguan jiwa yang episodik 

atau dia masih cakap berpikir. ODGJ ini diberikan kebebasan memilih 

untuk diampu atau tidak dan sebaiknya ODGJ seperti ini perlu didampingi 

saja oleh orang terdekatnya seperti keluarga. 
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